
BAB II 

PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG 

PERKAWINAN DI INDONESIA 

 

A. Pengaturan Hukum Perkawinan 

Bagi umat Islam Indonesia, aturan mengenai perkawinan menjadi persoalan sejak 

masa sebelum kemerdekaan. Mereka menghendaki agar Pemerintah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) secepat mungkin merampungkan sebuah undang-undang 

tentang Perkawinan yang bisa menampung sebagian besar syariat Islam. Seperti 

dimaklumi, sebelum lahirnya UU No.1 tahun 1974, di Indonesia berlaku macam hukum 

perkawinan sebagai peraturan pokok dalam pelaksanaan perkawinan, antara lain Hukum 

Adat yang berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli dan Hukum Fikih Islam bagi 

yang beragama Islam.1 

Penggolongan ini yang mengakibatkan timbulnya ketidak sinkronan peraturan dari 

keduanya,  mana yang dipakai masyarakat sehingga sering muncullah istilah golongan-

golongan taat hukum yaitu :2 

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang 

telah diresipiir dalam Hukum Adat 

2. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat; 

3. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks 

Ordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74) 

4. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku 

ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan 

                                                
1   Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 11. 
2  Dikutip dari Penjelasan Umum pada Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan. 



5. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan 

Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka; 

6. Bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang 

disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.3 

Dengan melihat uraian diatas jelaslah bahwa pengaturan perkawinan sebelum era 

UU No.1 Tahun 1974 dilaksanakan berdasarkan golongan penduduk. Ini berarti, 

perkawinan seseorang diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku 

bagi golongannya bukan golongan orang lain kecuali ia menundukkan diri terhadap suatu 

hukum tertentu. Dalam hal penundukan diri, misalnya orang Indonesia asli yang 

beragama Islam menundukkan diri pada KUH Perdata, maka baginya berlaku hukum 

yang baru, in casu Burgelijk Wetboek, sedang hukum Islam tidak lagi berlaku baginya.4 

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam 

peraturan perundang-undangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. 

Masyarakat membutuhkan suatu peraturan untuk mengatur perkawinan.5 Aturan 

perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, 

sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama. Sedangkan sebagai 

aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga Peradilan Agama 

adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan 

melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.6 

                                                
3  Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006 ), 54. 
4  Ibid, 57. 
5   Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandun : Sumur, 1974), 7. 
6...Riana Kesuma Ayu, “Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”, dalam 

http://www.UUP.net/artikel/Raina01.asp ( 31 Maret 2009). 



Yang dimaksud dengan Undang-Undang Perkawinan adalah segala sesuatu 

dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal 

perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga Peradilan Agama dalam memeriksa 

dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan 

perundang-undangan negara atau tidak.7 

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang 

mengatur perkawinan dan ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-

Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 

tentang Pencatatan Perkawinan, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan 

Madura. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan hukum 

materiil dari perkawinan. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Peradilan Agama8  

Diantara beberapa hukum perundang-undangan tersebut diatas fokus bahasan 

diarahkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena hukum materiil 

perkawinan keseluruhannya terdapat dalam undang-undang ini. Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanan dari beberapa materi 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

                                                
7  Zahry Ahmad,  Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Tinta Mas, 1981), 26. 
8 Ibid, 28 



jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur hukum acara (formil) dari 

perkawinan.9 

UU No. 1 tahun 1974, saat ini merupakan peraturan pokok atau pedoman resmi 

bagi rakyat Indonesia untuk menyelenggarakan perkawinan. Meskipun demikian khusus 

bagi umat Islam hukum Islam tetap berlaku sebagaimana dijamin sendiri oleh pasal 2 ayat 

1 UU tersebut diatas, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.10 

Seperti kita ketahui, sebelum UU No. 1 tahun 1974 lahir, di Indonesia berlaku 

bermacam-macam peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan 

perkawinan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). 

Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie voor de Christenen 

Indonesiers) Staatsblad 1933no. 74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de 

Gemengde Huwelijken) Staadsblad 1898 no. 158, dan sebagainya. Oleh karena itulah 

kemudian diusahakan suatu hukum perkawinan nasional yang berlaku bagi seluruh 

golongan masyarakat Indonesia (Unifikasi Hukum Perkawinan).11 

Tetap berlakunya Hukum Perkawinan Islam bukan berarti lantas bertentangan 

dengan UU Perkawinan Nasional, melainkan justru terdapat keserasian diantara 

keduanya. Kalaupun ada yang tidak sejalan, pada umumnya terdapat cara pemecahannya, 

perbedaan persepsi, dan beberapa tambahan lain seperti pencatatan perkawinan yang 

menjadi kekuatan hukum suatu perkawinan di Indonesia sampai sekarang masih 

dipersoalkan. Misalnya pasal 10 UU Perkawinan menyatakan bahwa talak atau cerai 

                                                
9  Wiryono Prodjodikoro,  Hukum Perkawinan di Indonesia (bandung: Sumur,1974), 10. 
10  Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesi, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 15. 
11  Ibid, 18. 



paling banyak  2 kali (dua) kali, tetapi dilanjutkan dengan sepanjang masing-masing 

agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan yang lain.12 

Pembahasan mengenai hal diatas, agaknya tidak mungkin dilakukan tanpa 

menengok ketentuan yang termuat dalam ajaran Islam. Hal ini disebabkan karena Islam 

merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, dan mengatur 

masalah perkawinan dengan sangat teliti, dari yang menyatakan bahwa segala sesuatu 

yang diciptakan Allah berpasang-pasangan (Q.S al-d}za>riya>t : 49). 

رُوْنَ  َّكُمْ تذََكَّ َعَل نِ ل َقْناَ زَوْجَیْ وَمِنْ كُلِّ شَئٍ خَل  

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu menginggat akan 
kebesaran Allah”.13 
 

manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian 

dijadikan berbangsa-bangsa agar saling mengenal (Q.S al-Hujra>t : 13). 

 َ ا ا ٓ ِنَّ اكَْرَ  یٰ ُوْا ا تعََا رَف ِ ِلَ ل َا ئ بَ ى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْ باً وَّ ق نْثٰ ُ قْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍوَا ً ل ِنَّ خَ َّا سُ ا َا الن ِنَّ یَّھ كُمْ ا تَْقٰ مَكُمْ عِنْدَ اللهِ ا

یْر ِ یْكُمْ خَب ً َ عَل Ϳ 

“Hai manusia, sesungguhya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 
saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi 
Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi MahaPenyayang”.14 
 

 Allah memerintahkan untuk kawin kepada laki-laki dan perempuan yang belum 

kawin (Q.S al-Ru>m : 21). 

ًكُمْ  ًقَ ل نَْ خَل ِھِ ا یٰت ِّ  وَمِنْ اٰ تََ ل ِكَ لاًٰ ی ىِ ذٰل ِنَّ ف ً ا وَدَّةَ وَّ رَحْمَة یَْنكَُمْ مَّ َا وَجَعَلَ ب یَْھ ِل ُوْاا تسَْكُن ِّ وَاجًا ل زَْ ُسِكُمْ ا نَْف َوْمِ مِنْ ا ق

رُوْنَ  َكَّ  یَّتفَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari 
jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-

                                                
12  M.Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

(Medan: Zahir Trading.co, 1975), 13. 
13  al-Qur’a>n, 51: 49. 
14   Ibid.,845. 



Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir  ”.15 
 

Masalah-masalah poligami (QS al-Ni}sa>: 3). 

 ُ ِنْ خِفْت نَْكِحُوْامَاوَا َتٰمٰى ف ِى الْی وْاف ُ قُْسِط لاََّ ت وََا  مْ ا وْاف ُ لاََّ تعَْدِل ُمْ ا نِْ حِفْت اَ لثََ وَ رُبٰعَ ف ُ ِّشَاءِ مَثْنٰى وَث ًكُمْ مِنَ الن َل اب َ ط

ُوْ  لاََّ تعَُوْ ل دَْنٰى ا كُُمْ ذٰلكَ ا یَْمٰن َكَتْ ا وَْمَامَل اً  حِدَة

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim 
(bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi; 
dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berbuat adil16) maka 
kawinlah seorang saja17”.18 

Permasalahan talak/cerai diatur dalam (Q.S at-t}ala>q: 1)  

اءَ  ِّسَٓ ُمُ الن قْت ً ل ً ذَِاط ِيُّ ا َّب اَ الن َ یُّھ َٓا ِھِنَّ وَلاً  ی خُْرِجُھنَُّ مِنْ بیُوُْت َ رَبَّكُمْ لاَ ت ُوْاالله َّق ةَ وَات حَْصُ الْعِدَّ ِھِنَّ وَا ت ِعِدَّ وْ ھنَُّ ل ُ قَ َل فطَ

یَِّنَةٍ  ب اَ حِشَةٍ مُّ ف ِ َنَّ ب ِی ت ْ نْ یَّأ ً ِلاَّ ا خَْرُجْنَ ا ِلْكَ حُدُ   ی َ  وَمَنْیَّتعََدَّ حُدُوْدَ   Ϳِ  وْدَ  وَت َمَ نفَْسَھُ لاَتدَْرِيْ لعََلَّ الله َل دَْ ظ قَ اللهِ ف

َمْرَ  ِكَ ا َعْدَذٰل  یحُْدَثُ ب

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan 
mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar19) dan hitunglah 
waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan 
mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka 
mengerjakan perbuatan keji yang terang20. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa 
yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim 
terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak menggetahui barangkali Allah mengadakan sesudah 
itu sesuatu hal yang baru21)  
 

Permasalah talak/cerai juga diatur dalam (Q.S al-Baqarah : 231 ). 

                                                
15   Ibid.,641. 
16  Berlaku adil ialah berlaku yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang 

bersifat lahiriyah. 
17 Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligamisudah ada, 

dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat ini membatasi poligami 
samapai empat orang saja. 

18   al-Qur’a>n, 4 : 3. 
19  Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalaq diwaktu suci sebelum dicampuri. Tentang       massa idda itu 

lihat ayat 228, 234 surat al-Baqarah dan surat at}-T}ala>q ayat 4 
20  Yang dimaksud dengan “perbuatan keji” di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan 

tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya. 
21   “Suatu hal yang baru”  maksudnya, ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaqnya baru 

dijatuhkan sekali atau dua kali 



ا وَ  ِذَٰ ا ا ِّسَٓ مُُ الن َقْت ل َ مَعْرُ  ءَ  ط ِ َ مْسِكُوْھنَُّ ب اَ ًھنَُّ ف جََل َغْنَ ا لَ بَ َ   وْفٍ  ف مَعْرُ  ا ِ وَلاَ تمَْسِكُوْھنَُّ   وْفٍ  وْسٰرِحُوْھنَُّ ب

یٰتِ اللهِ  ااٰ َّخِذُوْٓ مَ نفَْسَھُ وَلاً تتَ ً ل َ دَْ ظ قَ ِكَ ف فَْعَلْ ذٰل تعَْتدَُوْا وَمَنْ ی ِّ زَلَ ضِرَارًال ْ نَ یْكُمْ وَمَا ا ً ِعْمَتَ اللهِ عَل اذْرُوْ ن  ھزُُوًاوَّ

ِیْم كُلِّ شَئٍ عَل ِ نََّ اللهَ ب َمُوْاا ُوْاللهَ وَعْل َّق ھِ وَات ِ ً یعَِضُكٌمْ ب یكُْمْ مِنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَة ً  عَل

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka 
rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang 
ma’ruf pula. Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemu-dharatan, karena dengan 
demikian  kamu menganiyaya mereka22, barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia 
telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum 
Allah sebagai permainan, dan ingatlah ni’mat Allah padamu dan apa yang telah 
diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab (al-Qura>n) dan al-Hikmah (as}-Sunah). Allah 
memberi pengajar-an kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah 
kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu ”.23 
 

Beberapa aturan dalam syari>’at Islam telah diambil dan disesuaikan dengan 

kondisi masyarakat Islam Indonesia ketika menyusun UU perkawinan Nasional. Fakta ini 

menunjukan bahwa penyusunan hukum perkawinan nasional yang melepaskan unsur-

unsur keagamaan. Dalam uraian selanjutnya, perbandingan antara hukum perkawinan 

Islam dengan UU No. 1 tahun 1974 akan disinggung secara garis besarnya.24 

Dengan lahirnya UU No.1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu 

Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, maka untuk perkawinan dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan 

berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933 No. 74), 

Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op Gemeng de Huwelijksen S. 1898 No. 158), 

dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur 

dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.25 

                                                
22 .Umpamanya : mereka minta cerai dengan jalan khulu’ atau membiarkan mereka hidup terkatung-katung. 
23   al-Qur’a>n, 1 : 231. 
24   M.Yahya Harahap, Hukum Perkawinan..., 14 
25   Dikutip dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 66. 



Dengan demikian, sejak saat itu semua perkawinan yang dilakukan oleh seluruh 

golongan penduduk Indonesia, pelaksanaannya harus bersumber kepada UU No.1 tahun 

1974, kecuali terhadap hal-hal yang belum diatur dalam tersebut.26 

Untuk menjelaskan berbagai masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan dalam 

UU No 1 tahun 1974, maka pada tanggal 10 juni 1991 Presiden Republik Indonesia telah 

mengeluarkan Instruksi presiden No. 1 tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk 

menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk digunakan oleh pemerintah dan 

masyarakat yang memerlukannya.27 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah suatu himpunan bahan-bahan Hukum 

Islam dalam suatu buku atau lebih tepatnya lagi himpunan kaidah-kaidah Hukum Islam 

yang disusun secara sistematis selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan 

kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundangan.  Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) terdiri dari 3 (tiga) buku : Buku I : tentang Hukum Perkawinan, 

Buku II : tentang Hukum Kewarisan, Buku III tentang Hukum Perwakafan.28 

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan dalam bentuk Instruksi 

Presiden No. 1 tahun 1991, menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Indonesia 

(khususnya Masyarakat Islam) agar didalam hukum perkawinan, kewarisan, dan 

perwakafan didapati ketentuan hukum yang lebih lengkap, pasti dan sesuai dengan 

sasaran kemerdekaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.29 

                                                
26  M.Yahya Harahap, Hukum Perkawinan..., 17 
27 Direktorat Badan Peradilan Agama, Direktorat Jendral pembinaan KelembagaanAgama Islam Departemen 

Agma, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia  ( Jakarta: 1991/1992), 1-9.  
28 Abdullah kelib, Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Preside nNo. 1 tahun 1991 Dalam Tata Hukum 

Nasional, makalah Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar 
tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, semarang, 1993 

29  Abdurrah}man , kompilasi Hukum Islam di Indonesia ( Jakarta: Akademika Presindo, 1995), 1. 



Hukum matriel yang selama ini berlaku di lingkungan peradilan Agama ialah 

Hukum Islam yang dalam garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, 

Perwarisan, dan Perwakafan yang tersebar dalam kitab-kitab fikih yang beredar di 

indonesia yang dijadikan sebagai pedoman hukum tersebut bersumber pada 13 buah buku 

kitab fikih yang semuanya bermad}zhab Syafii’.30  

 
B. Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Perkawinan Menurut Undang-Undang 

Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Nika>h (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti 

majazi atau arti hukum ialah aqad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan 

seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.31 Pengertian 

perkawinan dalam hal ini bisa ditinjau dari dua sudut pandangan yaitu menurut 

Hukum Islam32 dan menurut Undang-undang Perkawinan yaitu Undang-Undang no. 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Menurut Hukum Islam 

1) Pengertian Secara Bahasa 

Perkawinan/pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut 

dengan dua kata, yaitu nika>h ( ) dan zawa>j (  نكاح  Kedua kata ini 33    .(  زواج 

yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat 

                                                
30  Ibid., 22-23. 
31 .Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), 1. 
32  Beberapa pengertian tentang Perkawinan dalam Islam dijelaskan oleh ahli Hukum Islam yang tersebar 

dalam beberapa literatur 
33 Al-Qodhi As-Syaikh Muhammad Ahmad Kanan, Ushulul Muayarotil Zaujiyah- Tata Pergaulan Suami Istri 

(Jogjakarta: Maktabah al- Jihad, 2001), 2.  
 



dalam Al-Qur’an dan Hadits Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-

Qur’an dengan arti kawin, seperti dalam Q.S. al-Nis>a’: 3  

كَُم مِّ  ا بَ ل َ َا نْكِحُوْامَا ط تَٰمَىٰ ف يِ الْی وْا ف ُ ُقْسِط َلاَّ ت ُمْ أ نْ حِفْت ِ مُ وَإ ت ْ نْحِف ِ إ ً ثََ وَرُبٰعَ ف ل ُ نٰى وَث ْ ِّسَاءِ مَث نَ الن

ُو َلاَّ تعَُوْل دْنٰى أ َ ِكَ أ ُكُم ذٰل یْمٰن َ َكَتْ أ َوْمَامَل ًأ َوَحِدَة وْاف ُ َلاَّ تعَْدِ ل  أ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-
wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu 
takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-
budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak 
berbuat aniaya.”34 

 
Secara arti nika>h berarti “bergabung” ( ضم ), “hubungan kelamin” ( وطء 

), dan juga berarti “akad” ( عقد ).35 Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata 

nika>h yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut. 

Contohnya dalam  

Q.S. Al-Baqarah: 230  

لاََ تحَِلُّ  َا ف َھ ق َّ ل َ ِنْ ط َإ تَرََاجَعѧَا  ف َن ی َیْھِمَا أ َا فلاََ جُناَحَ عَل ھَ ق َّ ل َ ِنْ ط ا ِ ُ ف َّى تنَْكِحَ زَوْجَا غَیْرَه َعْدُ حَت َھُ مِنْ ب ل

ُوْن َوْمِ یَّعْمَل ق ِ َا ل ُھ یَِّن ِلْكَ حُدُودَالله یبُ ِیْمَاحُدُوْدَالله وَت نْ یقُ َ َّا أ َن نْظ ِ  إ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka 
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. 
Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi 
keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya 
berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum 
Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”36 

 
Sedangkan za-wa-ja terdapat dalam Q.S. Al-Ahzab: 37 

خُْ  َ وَت َّقِ  الله یَْكَ زَوْجَكَ  وَات مْسِكْ عَل َ یَْھِ أ نْعَمْتُ عَل َ یَْھِ وَأ نْعَمَ اللهُ عَل َ ذِ ى أ َّ ِل ُوْ لُ  ل ِ ذْ تقَ ِى فىِ وَا ف

جْ  َرًازَوَّ َا وَط نْھ َضٰى زَیْدُمِّ ا ق مََّ لَ َنْ تخَْشَھُ ف َحَقُّ أ َّاسَ وَاللهُ أ ِكَى نفَْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِیْھِ  وَتخَْشَى الن اَ ل نكََھ

َمْرُاللهِ مَفْعُ  نَ أ رًاوَكَا َ ضََوْمِنْھنَُّ وَط قَ ذا ِ ھِِمْ إ دْعِیٰا ئ َ ِ أ َزْوَج ِى أ یْنَ حَرَجُ ف ِ عْمِن ىَ الْمُ َكُوْنَ عَل وْلاَ لاَی  

                                                
34  al-Qur’a>n, 4: 3. 
35  Al-Qodhi As-Syaikh Muhammad Ahmad Kanan, Ushulul Muayarotil.., 4 
36   al-Qur’a>n, 1:230. 



“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah 
melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat 
kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang 
kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, 
dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu 
takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya 
(menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan 
bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, 
apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada 
isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.37 

 
2) Pengertian Secara Syara’ 

 
Di dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling 

melengkapi. Perbedaan perumusan tersebut disebabkan oleh perbedaan dalam 

titik pandangan. Kalangan ulama Syafi’iyah  merumuskan perkawinan sebagai: 

Akad  atau perjanjian  yang mengandung maksud membolehkan hubungan 

kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja.38  

Maka perkawinan/nika>h adalah suatu akad yang menghalalkan 

pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan 

menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian luas, 

perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang (laki-laki dan 

perempuan) untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang 

dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari>’at Islam.39 

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan 

Di Indonesia, hukum positif yang mengatur mengenai perkawinan, 

khususnya hukum perkawinan Islam adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Penjelasannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 

                                                
37 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Idonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawina, 

(Jakarta: Kencana, 2006), 36-37. 
38  Ibid.,37. 
39   Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Fiqih, (Jakarta: Pustaka Media,  1994), 7. 



beserta Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) di Indonesia. 

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 1 pengertian perkawinan 
disusun sebagai berikut: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, 
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Dalam penjelasannya dituliskan, sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila 
di mana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan 
mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga 
perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani 
juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat 
hubungannya dengan keturunan yang lagi pula merupakan tujuan perkawinan, 
pemeliharaan dan pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.40 

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dijelaskan bahwa 
perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat 
atau miit}saa>qan gholid}}}zan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 
merupakan ibadah. 

 
Dari kedua rumusan pasal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

perkawinan menurut hukum Islam harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 

dalam hal ini harus bertujuan untuk menaati perintah Allah SWT.  

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan diatur mengenai 

keabsahan perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan perumusan pada 

ayat ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud 

dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya termasuk keputusan 

perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu 

sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang 

Perkawinan tersebut (Penjelasan atas UU No. 1 tahun 1974). Dengan demikian 

                                                
40 .Lihat Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), Peraturan 

Pemerintah Tentang UUP, Kompilasi Hukum Islam (KHI)  



perkawinan dianggap sah (diakui oleh negara) apabila mengikuti peraturan 

perundangan yang berlaku di Indonesia.41 

 

2. Dasar Hukum Perkawinan 

Dasar Hukum Perkawinan dapat dijelaskan menurut Hukum Islam dan 

Hukum Perkawinan Indonesia dibawah ini: 

a. Menurut Hukum Islam 

Perkawinan (pernikahan), berasal dari bahasa arab an-Nika>h hukumnya 

dianjurkan, karena pernikahan termasuk sunah-nya Nabi Muhammad SAW.42 Asal 

hukum melakukan perkawinan menurut pendapat sebagian besar para fuqaha adalah 

mubah atau iba>hah} (halal atau kebolehan). Namun demikian, asal hukum 

melakukan perkawinan yang mubah tersebut dapat berubah-rubah berdasarkan 

sebab-sebab kasusnya dapat beralih menjadi makruh, sunnah, wajib dan haram.43 

Hukum nikah ini sunnah untuk orang yang bisa menahan biologis dan tidak 

khawatir terjerumus ke dalam zina jika dia tidak menikah, dan dia telah mampu 

untuk memenuhi nafkah dan tanggung jawab keluarga.44 

Adapun orang yang takut akan dirinya terjerumus kedalam zina, jika dia 

tidak nika>h, atau orang yang tidak mampu meninggalkan zina kecuali dengan nikah, 

maka nikah itu wajib atasnya. 

Dasar hukum perkawinan Islam ditemukan beberapa ayat  didalam al-

Quran Surat al-Baqarah ayat 235:  

                                                
41  Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undan-     Undang Hukum 

Perdata (BW) (Jakart : Bina Aksara, 2000), 93. 
42  Al-Qo>d}hi As-Syaikh} Muh}ammad Ah}mad Kanan, Ushulul Muayarotil.., 10 
43  Moh. Idris Ramulyo, Beberrapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama dan Hukum 

Perkawinan (Jakarta: INDHILL cet. Pertama, 1985), 21. 
44..Hukum nikah dibagi menjadi 5, yaitu; jaiz (boleh), sunat, wajib, makruh, dan haram.Dikutip dari Sulaiman 

Rasjid, Fiqih Islam, 383-384 



ѧѧѧѧѧَیْكُمْ فِ   ѧѧѧѧѧَمَ وَلاَ جُنѧѧѧѧѧَاحَ عَل سѧѧѧѧѧِكُمْ عَل ُ َنْف ѧѧѧѧѧِي ا ُمْ ف ѧѧѧѧѧت ْ َكْننَ َوْ ا ِّسѧѧѧѧѧَاءِ ا ѧѧѧѧѧَةِ الن ѧѧѧѧѧنْ خِطْب ѧѧѧѧѧھِ مِ ِ ُمْ ب ضѧѧѧѧѧْت یمѧѧѧѧѧَْا عَرَّ

ѧѧѧѧѧѧѧѧѧَا  ѧѧѧѧѧѧѧѧѧَوْلاً مَعْرُوْف وْاق ُ وْل ُ َنْ تقَ ا ِلاَّ اا ѧѧѧѧѧѧѧѧѧدُو ھѧѧѧѧѧѧѧѧѧٌنَّ سѧѧѧѧѧѧѧѧѧِرًّ ُوَاعِ كѧѧѧѧѧѧѧѧѧِنْ لاَ ت َّكѧѧѧѧѧѧѧѧѧُمْ سѧѧѧѧѧѧѧѧѧَتذَْكُرٌوْنھَُنَّ وَلٰ َن اللهُ ا

ѧѧѧѧѧѧѧغُ  ُ ѧѧѧѧѧѧѧى یبًْل َّ ِّكѧѧѧѧѧѧѧَاحْ حَت ًعْزِمُوْاعُقѧѧѧѧѧѧѧْدَةَ الن ѧѧѧѧѧѧѧي  وَلاَت ِ ѧѧѧѧѧѧѧَمُ مѧѧѧѧѧѧѧَا ف عَْل َ ی Ϳاѧѧѧѧѧѧѧ َّ َن َمѧѧѧѧѧѧѧُوْ ا ѧѧѧѧѧѧѧھُ وَاعْل َ جََل الْكِتѧѧѧѧѧѧѧٰبُ ا

یْمٌ  ِ وْرٌحَل ُ َنَّ اللهَ غَف مَُوْاا ُ وَعْل َاحْذَرُوْه ُسِكُمْ ف َنْف   ا

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu45 dengan sindiran46  
atau kamu menyembunyikanya dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan 
menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu menggadakan janji kawin 
dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka 
perkataan yang ma’ruf47. Dan janganlah kamu ber’azam untuk beraqad nikah, 
sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang 
ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang”.48 
 

Al-Quran Surat  al-Baqarah ayat 237: 

َنْ  ِلاَّ ا ُمْ ا رََ ضْت ِصْفُ مُاف نَ ً ف ًرِیْضَة ھَنَُّ ف ُمْ ل َرَ ضْت دَْف سُوْ ھنَُّ وَق نَْ تمََّ بَْلَ ا مُُوْھنَُّ ق َقْت ل َ ِنْ ط َوْ  وَا وْنَ ا ُ تعَْف

یَْنَ  َضْلُ ب ًنْسَوُ االْف تقْوٰى وَلاَ ت َّ ِل رَبُ ل ْ قَ ُوْ اا ِنْ تعَْف ِّكَاحْ وَا ُ الن َدِهِ عُقْدَة ی ٍ َّذِي ب ُوْال َعْف ُوْنَ ی مَا تعَْمَل ِ َ ب ِنَّ الله كُمْ ا

َصِیْرَا   ب

“jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka 
padahal sesungguhnya kamu sudah menetukan maharnya, maka bayarlah seperdua 
dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan 
atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah49. Dan pemaafan kamu itu 
lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara 
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.50 
 

Al-Quran Surat  al-Ru>m ayat 21:  

وَدَّةَ وَّ رَ  یَْنكَُمْ مَّ َا وَجَعَلَ ب یَْھ ِل ُوْاا تسَْكُن ِّ زَْوَاجًا ل ُسِكُمْ ا َنْف ًكُمْ مِنْ ا ًقَ ل ل نَْ خَ ِھِ ا یٰت ِكَ لاًٰ وَمِنْ اٰ ىِ ذٰل ِنَّ ف ً ا حْمَة

رُوْنَ  كََّ وَْمِ یَّتفَ ق ِّ  یتََ ل

                                                
45  Yang suaminya sudah meninggal dan masih dalam iddah 
46 Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam iddah karena meninggal suaminya atau 

karena talaq bain, sedang wanita yang dalam iddah talak raj’i tidak boleh di pinang walaupun dengan 
sindiran 

47   Perkataan sindiran yang baik 
48   al-Qur’a>n, 2:235  

49  Ialah suami atau wali. Kalau wali yang memaafkan, maka suami dibebaskan dari membayar mahar yang 
seperdu, sedang kalau suami yang memaafkan, maka dia membayar seluruh mahar 

50   al-Qur’a>n, 2: 237. 



“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-
istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, 
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir  ”.51 
 

Al-Quran Surat al-d{z>ariat ayat 49: 

رُوْنَ  َّكُمْ تذََكَّ َعَل نِ ل قَْناَ زَوْجَیْ وَمِنْ كُلِّ شَئٍ خَل  

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu menginggat 
akan kebesaran Allah”.52 

 
Al-Quran Surat  al-Hujra>t ayat 13: 

َ یَّ  قْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ  ا ا ً نَِّ خَل َّا سُ ا َا الن كَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ یَّھ ِنَّ ا ُوْا ا ِتعََا رَف لَِ ل َا ئ بَ ى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْ باً وَّ ق نْثٰ ُ وَا

یْر ِ یْكُمْ خَب ً َ عَل Ϳ َِّن كُمْ ا َتْقٰ  ا

“Hai manusia, sesungguhya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di 
antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang”.53 
 

Al-Quran Surat al-Ru>m ayat 21:  

وَدَّةَ وَّ رَ  یَْنكَُمْ مَّ َیْھَا وَجَعَلَ ب ِل ُوْاا تسَْكُن ِّ زَْوَاجًا ل ُسِكُمْ ا َنْف ًكُمْ مِنْ ا ًقَ ل ل َنْ خَ ِھِ ا یٰت ِكَ لاًٰ وَمِنْ اٰ ىِ ذٰل ِنَّ ف ً ا حْمَة

رُوْنَ  كََّ َوْمِ یَّتفَ ق ِّ  یتََ ل

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-
istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, 
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir  ”54 
 

Al-Quran Surat QS al-Ni}sa> ayat  3: 

ُمْ  ِنْ خِفْت نْكِحُوْامَا  وَا َ تَٰمٰى ف ىِ الْی وْاف ُ ُقْسِط َلاَّ ت َلاَّ  ا مُْ ا ِنْ حِفْت اَ ثََ وَ رُبٰعَ ف ل ُ ِّشَاءِ مَثْنٰى وَث ًكُمْ مِنَ الن َل َاب ط

َوَا حِدَ  ُوْاف َوْمَا تعَْدِل ًا ُوْ  ة لاََّ تعَُوْ ل َدْنٰى ا ُكُمْ ذٰلكَ ا َیْمٰن َكَتْ ا مَل  

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan 
yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang 

                                                
51   Ibid, 30: 21. 
52   Ibid, 49: 13. 
53   al-Qur’a>n, 49: 13. 
54   Ibid, 30: 21. 



kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berbuat 
adil55) maka kawinlah seorang saja56”.57 
 

Al-Quran Surat  at-t}ala>q ayat 1: 

ِيُّ اِ  َّب اَ الن َ یُّھ َٓا اءَ  ذَا ی ِّسَٓ مُُ الن ت ْ ًق ل ً ُوْ  ط َّق ةَ وَات حَْصُ الْعِدَّ ِھِنَّ وَا ت ِعِدَّ ُوْ ھنَُّ ل قَ َل خُْرِجُھُنَّ مِنْ  اا فطَ َ رَبَّكُمْ لاَ ت Ϳ  

ِھِنَّ  یَِّنةٍَ   لاً  وَ  بیُُوْت ب َا حِشَةٍ مُّ ف ِ َنَّ ب ِی ت ْ نْ یَّأ ً ِلاَّ ا خَْرُجْنَ ا ِلْكَ حُ   ی َمَ  وَمَنْیَّتعََدَّ حُدُوْدَ  Ϳِ  وْدَ  دُ وَت َل دَْ ظ اللهِ فقَ

مَْرَ  كَِ ا عَْدَذٰل َ یحُْدَثُ ب َعَلَّ الله  نفَْسَھُ لاَتدَْرِيْ ل

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan 
mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar58) dan 
hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah 
kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar 
kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang59. Itulah hukum-
hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka 
sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak 
menggetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru60).61  

 
Al-Quran Surat  al-Baqarah ayat 231: 

ا وَ  ِذَٰ ا ا ِّسَٓ مُُ الن َقْت ل َ مَعْرُ  ءَ  ط ِ َ مْسِكُوْھنَُّ ب اَ ًھنَُّ ف جََل َغْنَ ا لَ بَ َ   وْفٍ  ف مَعْرُ  ا ِ وَلاَ تمَْسِكُوْھنَُّ   وْفٍ  وْسٰرِحُوْھنَُّ ب

تعَْتدَُوْا ِّ َفْعَلْ   ضِرَارًال مَ   وَمَنْ ی ً ل َ دَْ ظ قَ كَِ ف یٰتِ اللهِ ھزُُ   ذٰل ااٰ َّخِذُوْٓ یْكُمْ  وًاوَّ  نفَْسَھُ وَلاً تتَ ً ِعْمَتَ اللهِ عَل اذْرُوْ ن

یْكُمْ  ً َنْزَلَ عَل كِتٰبِ وَ  وَمَا ا ً  مِنَ الْ حِكْمَة ْ ِیْم یعَِضُكٌمْ   ال كُلِّ شَئٍ عَل ِ نََّ اللهَ ب مَُوْاا ُوْاللهَ وَعْل َّق ھِ وَات ِ ب  

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka 
rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara 
yang ma’ruf pula. Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemu-dharatan, 
karena dengan demikian  kamu menganiyaya mereka62, barangsiapa berbuat 
demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah 
kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan, dan ingatlah ni’mat Allah 
padamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab (al-Qura>n) 

                                                
55  Berlaku adil ialah berlaku yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang 

bersifat lahiriyah. 
56 .Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligamisudah ada, 

dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat ini membatasi poligami 
samapai empat orang saja. 

57   al-Qur’a>n, 4: 3. 
58  Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalaq diwaktu suci sebelum dicampuri. Tentang       massa idda itu 

lihat ayat 228, 234 surat al-Baqarah dan surat at}-T}ala>q ayat 4 
59  Yang dimaksud dengan “perbuatan keji” di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan 

tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya. 
60   “Suatu hal yang baru”  maksudnya, ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaqnya baru 

dijatuhkan sekali atau dua kali 
61   al-Qur’a>n, 65 : 1. 
62 .Umpamanya : mereka minta cerai dengan jalan khulu’ atau membiarkan mereka hidup terkatung-katung. 



dan al-Hikmah (as}-Sunah). Allah memberi pengajar-an kepadamu dengan apa yang 
diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu ”.63 
 

Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim 

ِىِّ صلى الله علیھ وسلم سَ عَ  َّب َصْحَابِ الن رًَا مِنْ أ َنَّ نفَ نسٍَ أ َ ِىِّ صلى الله علیھ وسلمنْ أ َّب َزْوَاجَ الن ُوا أ ل َ  -أ

ِّسَاءَ  جُ الن تزََوَّ َ عَْضُھمُْ لاَ أ َالَ ب َق ِى السِّرِّ ف ِھِ ف حْمَ . عَنْ عَمَل َّ َالَ بعَْضُھمُْ لاَ آكُلُ الل ناَمُ . وَق َ عَْضُھمُْ لاَ أ َالَ ب وَق

ِرَاشٍ  ىَ ف یَْھِ . عَل ثْنىَ عَل َ حََمِدَ اللهَ وَأ اَلَ . ف قَ صَُومُ  مَا« ف ناَمُ وَأ َ ِّى وَأ ُصَل ِّى أ كَِن ُوا كَذَا وَكَذَا ل َال قْوَامٍ ق َ باَلُ أ

ِّى  َیْسَ مِن َل ِى ف َّت مََنْ رَغِبَ عَنْ سُن ِّسَاءَ ف جُ الن تزََوَّ َ فْطِرُ وَأ ُ }رواه مسلم{» وَأ  

 “Dari Anas ra, bahwa beberapa orang sahabat Nabi saw. bertanya secara diam-
diam kepada istri-istri Nabi saw. tentang amal ibadah beliau. Lalu di antara mereka 
ada yang mengatakan: Aku tidak akan menikah dengan wanita. Yang lain berkata: 
Aku tidak akan memakan daging. Dan yang lain lagi mengatakan: Aku tidak akan 
tidur dengan alas. Mendengar itu, Nabi saw. memuji Allah dan bersabda: Apa yang 
diinginkan orang-orang yang berkata begini, begini! Padahal aku sendiri shalat dan 
tidur, berpuasa dan berbuka serta menikahi wanita! Barang siapa yang tidak 
menyukai sunahku, maka ia bukan termasuk golonganku.” [HR.Muslim]64 
 

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan 

Mengenai dasar hukum suatu perkawinan ini tidak disebut secara tegas 

baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

 

3. Tujuan Perkawinan 

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan 

yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga 

yang damai dan tentram. 65 

a. Menurut Hukum Islam  

 Tujuan perkawinan dalam Islam diantaranya: 

                                                
63   al-Qur’a>n, 1 : 231. 
64  Lihat Imam Muslim, Shahih Muslim, Bab Istihbab al-Nikah Liman Taqat Nafsahu, No. 3469, Juz 4, h. 129, 

CD al-Maktabah al-Syamilah 
65   Muh}ammad yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1979 ),  1 



1. Untuk menenangkan jiwa. Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan, 

hal ini merupakan suatu yang alami. Firman Allah  dalam al-Qur’an Surat al-

Ru>m: 2 

ةَ  وَدَّ َیْنكَُم مَّ اَ  وَجَعَلَ ب َیْھ ل ِ وُْأ  إ تسَْكُن ّ َزْوَاجًا ل ُسِكُمْ  أ نْف َ كََمْ مِنْ  أ قََ ل َنْ خَل ِھِ أ  وَمِنْ ءٰایٰت

 َ ق ِّ َتِ ل كَِ لأََ یٰ ِي ذٰل ِنَّ ف رُوْنَ وَرَحْمَة إ َكَّ تَفَ وْمِ ی  

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir.”66 
 

2. Mewujudkan dan melestarikan keturunan. Yaitu untuk meneruskan 

kelanggengan hidup, diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan 

ide-ide yang pernah tertanam dalam jiwa suami atau istri. Firman Allah dalam 

al-Qur’an surat al-N}ahl: 72 

 َّ نَ الط َكُمْ مِّ وًَرَزَق دََة ِیْنَ وَحَف نَ َزْوَجِكُمْ ب ًكُم مِنْ أ َزْوَاجَا وَجَعَلَ ل ُسِكُمْ أ نَْف َكُمْ مِنْ ا یِّبٰتِ وَاللهُ جَعَلَ ل

ُرُوْنَ  كَْف ِعْمَتِ اللهِ ھمُْ ی ن ِ ُوْنَ وَب لْبٰطِلِ یُؤْمِن ِ بَ ف َ  أ

”Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan 
menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan 
memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman 
kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"67 

 
3. Untuk melaksanakan sunnah Rasulullah saw. Rasulullah saw. Mencela orang-

orang yang berjanji akan bangun shalat malam, berpuasa tiap hari dan tidak 

kawin.  

     Firman Allah dalam al-Qur’an Surat al-Ra>d: 32 

َةِ  ی َ أ ِ ِى ب ت ْ أَ نْی َ ِرَسُوْلِ أ ً وَمَا كَاناَل یةَ ذُرِّ زَْوَجًاوَّ ھَمُْ ا ناَ ل كَِ وَجَعَلْ بَْل نْ ق ناَرَسُلاَ مِّ رْسَلْ َ دَْأ َق ِكُلِّ وَل ِذْنِ اللهٍ ل إ ِ لاَ ب ِ  إ

َجَلِ كِتاَب  أ
 “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan 
Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak 

                                                
66   Al-Qur’an, 30 : 21. 
67   Ibid, 16 : 72. 



bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan 
izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”68 

 
4. Memenuhi kebutuhan biologis. Pemenuhan kebutuhan biologis harus diatur 

melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak terlepas 

begitu saja sehingga norma-norma, adat-istiadat dan agama dilanggar. Firman 

Allah dalam al-Qur’an Surat al-Nis>a’: 1 

اَ وَبثََّ مِنْ  َا زَوْجَھ قََ مِنْھ خَل احِدَ ةِ وَّ كَُمْ مِنْ نفَْسِ وَّ قَ ذِيْ  خَل َّ ُوْا رَبَّكُمُ ال َّق َّاسُ ات َاا لن َ یَّھ َأ ھمَُا رِجَا لاً ی

یَْكُمْ رَ  َ كَانَ عَل Ϳَّا ن ِ ھِ وَالأَْرْحَام إ ِ ُوْنَ  ب ذِيْ تسََا ءَ ل َّ َ ال ُوْا الله َّق اءَ وَت ِسَٰ ِیْرَا وَّ ن ِیبَْ كَث ق  

 “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 
kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari 
pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang 
banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-
Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”69 

 
5. Untuk memikul tanggung jawab. Bahwa perkawinan merupakan pelajaran dan 

latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab. Biasanya orang yang terlatih dan 

terbiasa melaksanakan tanggung jawab dalam suatu rumah tangga, akan sukses 

pula di masyarakat. 

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan  

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 1 merumuskan bahwa : “ 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Esa”.70 Dari rumusan tersebut dapat 

dimengerti bahwa tujuan pokok perkawinan adalah membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu agar masing-

masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai 
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69   Ibid, 4 : 1. 
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kesejahteraan spiritual maupun material. Pasal 3 KHI menyebutkan: perkawinan 

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang saki>nah, mawaddah, 

warah}mah. 

Selain itu, tujuan materiil yang akan diperjuangkan oleh suatu perkawinan 

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja 

mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga 

mempunyai peranan penting.71  Jadi perkawinan adalah suatu perjanjian antara 

seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yaitu membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 

sebagai asas pertama dalam Pancasila.72  

 

4. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan 

Suatu perkawinan bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat 

yang ditentukan. Dalam hal ini syarat sahnya perkawinan dapat dilihat dari sudut 

pandang Hukum Islam dan menurut Hukum Perkawinan Indonesia yaitu UUP dan 

KHI, yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Menurut Hukum Islam 

Menurut hukum Islam untuk sahnya perkawinan adalah setelah terpenuhi 

syarat dan rukun yang telah diatur dalam agama Islam.73 Yang dimaksud syarat 

ialah suatu yang harus ada dalam (sebelum) perkawinan tetapi tidak termasuk 

hakikat perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak 

                                                
71  Dikutip dari Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Thaun 1974 tentang Perkawinan 
72 Soedaryo soimin,  Hukum Orang dan Keluarga Persepektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan 

Hukum Adat. (Jakarta : Sinar Grafika, 1992),  6. 
73  Sayuti T>}ha>lib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta : UI Press, 1974), 125. 



dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.74 Yang dimaksud dari perkawinan  ialah 

hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan 

tidak mungkin dilaksanakan. 

Beberapa syarat sah sebelum dilangsungkannya perkawinan adalah : 

1) Perkawinan yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan larangan-larangan 

yang termaktub dalam ketentuan al-Quran Surat II ayat 221 (perbedaan agama) 

dengan pengecualian khusus laki-laki Islam boleh menikahi wanita Ahli Kitab 

(Yahudi dan Nasrani). 

2) Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan yang keduanya telah akil 

baligh (dewasa dan berakal). Dewasa menurut Hukum Perkawinan Islam akan 

berbeda dengan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.75 

3) Adanya persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh 

dipaksakan. 

4) Adanya wali nikah (untuk calon pengantin perempuan) yang memenuhi syarat 

yaitu: laki-laki beragama Islam, dewasa, berakal sehat dan berlaku adil.76 

5) Adanya dua orang saksi yang beragama Islam, dewasa dan adil. 

6) Membayar mahar (mas kawin) bagi calon suami kepada calon istri berdasar al-

Quran Surat an-Nis>a ayat 25.77 

7) Adanya pernyataan ijab dan qabul (kehendak dan penerimaan) 

Adapun yang termasuk rukun perkawinan ialah sebagai berikut : 

                                                
74 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

Tentang Perkawinan) (Yogyakarta: Liberty, 1982), 30. 
75  Moh. Idris Ramlyo,  Beberapa Masalah.., 50. 
76  A.l. Mawardi, Hukum Perkawinan dalam Islam, ( Yogyakarta : BPFE, 1984), 10. 
77 .Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaanya untuk mengawini 

wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu 
miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah sebahagian yang lain (orang yang merdeka 
dan budak yang dikawininya itu adalah sama-sama keturunan Adam dan Hawa dan sama-sama beriman). 
Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut. 



a) Adanya pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan adalah 

mempelai laki-laki dan perempuan. Kedua mempelai ini harus memenuhi 

syarat tertentu supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya. 

Beberapa syarat itu diantara Imam Madzhab berbeda pendapat baik Madz}hab 

Syafi’i dan Maliki, serta jumhur Ulama.78 

b) Adanya wali. Perwalian dalam istilah fikih disebut dengan penguasaan atau 

perlindungan. Jadi arti perwalian adalah penguasaan penuh oleh agama untuk 

seseorang guna melindungi barang atau orang. Dengan demikian orang yang 

diberi kekuasaan disebut wali. Kedudukan wali dalam perkawinan adalah 

rukun, dalam artian wali harus ada terutama bagi orang yang belum mualaf, 

tanpa adanya wali status perkawinan dianggap tidak sah.79 

c) Adanya dua orang saksi dalam perkawinan, hal ini merupakan rukun 

perkawinan. Oleh sebab itu, tanpa dua orang saksi perkawinan dianggap tidak 

sah. Keharusan adanya saksi dalam perkawinan dimaksudkan sebagai 

kemaslahatan kedua belah pihak antara suami dan istri.80 

d) Adanya sighat akad nika>h. Sighat akad nikah adalah perkataan atau ucapan 

yang diucapkan oleh calon suami atau calon istri. Sighat akad ini terdiri dari 

“ijab” dan “qabul”. Ijab yaitu pernyataan dari pihak calon istri, yang biasanya 

dilakukan oleh wali pihak calon istri yang maksudnya bersedia dinikahkan 

                                                
78   Menurut ulama Syafi’iyah, rukun pernikahan ada lima yaitu: 1). Calon mempelai laki-laki, 2). Calon 

mempelai perempuan, 3). Wali,  4). Dua orang saksi,  5). Sighat akad nikah. Seperti yang ditulis dalam, 
Abu Yahya Zakariyah al-Anshori, Fathul Wahab, Darul Fikri, Juz 2 hal. 34.  

79 Menurut Imam Malik rukun pernikahan ada lima, diantaranya 1). Wali dari pihak perempuan, 2). Mahar 
(maskawin),  3). Calon mempelai laki-laki,  4). Calon mempelai perempuan, 5). Sighat akad nikah. Seperti 
ditulis. Abd. Rah}man Ghazaly,Fiqh Munakah}at.(Jakarta : Prenada Media, 2003),hal 47-48 

80  Imam Syafi’i menjelaskan “pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, apabila hanya satu 
saja saksi yang hadir maka pernikahan tersebut adalah batal, saksi-saksi tersebut adalah saksi yang telah 
ditunjuk oeh sulthan, bukan sembarang saksi, karena sembarang saksi tidak bisa dijamin keadilanya. 
Seperti ditulis dalam Muhammad Idris As-Syafi’i al-Umm.( libanon : Darul Fikri  Beirut,  jilid 3), hal 24 



dengan calon suaminya. Qabul yaitu pernyataan atau jawaban pihak calon 

suami, bahwa ia menerima kesediaan calon istrinya menjadi istrinya.81 

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan 

Seperti yang telah disinggung di muka, menurut pasal 2 ayat (1) UU No. 1 
Tahun 1974, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan pada ayat (2): Tiap-tiap perkawinan 
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Kedua ayat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Maka perkawinan yang sah menurut hukum agama Islam harus pula diakui secara 

sah oleh hukum positif Indonesia, yaitu harus dicatat di Kantor Urusan Agama 

(KUA) oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).82  

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang tertuang dalam Inpres No. 
1 Tahun 1991 disebutkan pada pasal 4 bahwa Perkawinan adalah sah, apabila 
dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

Selanjutnya pada Pasal 5; 

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap    
perkawinan harus dicatat. 

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat 
Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. 
Undang-undang No. 32 Tahun 1954. 

 
Pasal 6 menyebutkan: 

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus 
dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. 

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak 
mempunyai kekuatan hukum.83 
 

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1): Perkawinan hanya dapat dibuktikan 
dengan Akta Nika>h yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nika>h.84 

                                                
81  Muhammad Muqhniyah, Pernikahan menurut Hukum Perdata dari Lima Madzhab Ja’fari, Hanfi, Maliki, 

Syafi’i, dan Hambali,  (Yogyakarta : Kota Kembang, 1978), 7.  
82  Undang Undang Perkawinan adalah unifikasi yang unik, yang menghormati secara penuh adanya variasi 

berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Diutip dari Hazarin. Tinjauan 
mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 197, (Jakarta : Tintamas, 1986 ),  1.  

83  Soemiyati, Beberapa Masalah..,21 
84  Lihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 



Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) KHI ini sebagai “jaminan hukum” atas 

tindakan penyimpangan dari suami atau istri. Hal ini sesuai dengan firman Allah 

dalam Q.S. al-Baqarah: 282 

َینْكَُمْ كَ  بُُ ب َكْت ُبوُْه وَلْی ا كْت ً ى ف سَمَّ َجَلِ مُّ ى أ لٰ ِ دَیْنِ إ ِ ُمْ ب ذَا تدََا ینًْت ِ ُوْ إ مَن ذِیْنَ أٰ َّ اَ ال َ یَّھ َأ ا لْعَدْلی ِ ِبُ ب ات  

 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”85 

 
 

5. Pengumuman Perkawinan 

Pengumuman perkawinan pada dasarnya adalah untuk memberitahukan 

kepada khalayak umum mengenai hubungan seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan, dengan tujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang damai dan 

tentram.  

a. Menurut Hukum Islam 

  Pada zaman Rasulullah saw., perkawinan biasanya diumumkan kepada 

pihak-pihak di sekitar lingkungan kedua mempelai. Hal ini dimaksudkan untuk 

memberitahukan kepada khalayak bahwa mereka berdua telah sah menjadi suami 

istri, agar khalayak tidak salah memberikan reaksi terhadap interaksi mereka berdua 

sehari-hari. Sabda Nabi SAW: 

َّى اللهُ عَ  ِيّ  صَل َّب َنَّ الن كِ رَضِيَ اللهُ عَنْھ أ نٰسِ بْنِ  مَال َ حْمَن  ابْنِ عَنْ  أ َى عَلىِ عَبْدُ الرَّ مَ رَأ ّ یْھِ وَسَل ً ل

َالَ  قَ رًَ صِفْرَة  ف ث َ نْ : مَا ھذََا ؟ قاَ لَ : عَوْف أ ىَ وَزْن نوََاةِ مِّ ةَ عَل ً ِمْرَأ جَتْ ا ِّي تزََوَّ ن ٍ َا رَسُوْلَ اللهِ  إ ی

اَلَ , ذَھبَ  كََ : ق اَرَكَ اللهُ ل ِشَاة, ب ًوْ ب ِم وَل وْل ً أ . 

 
“Anas bin Malik ra. Mengatakan, Nabi SAW. Melihat Abdurrahman bin Auf 
tangannya ada bekas pacar, maka ditanya, “Apakah itu?” Jawab Abdurrahman, “Ya 
Rasulullah, saya telah kawin dengan seorang wanita dengan mahar emas sebesar 
biji kurma.” Maka Nabi SAW. bersabda kepadanya: “Baarakallahu laka (semoga 

                                                
85  Al-Qur’an, 1: 282 



Allah memberkati perkawinanmu), buatlah walimah walaupun hanya menyembelih 
satu kambing.”86  
 

Dalam istilah Islam, pengumuman perkawinan biasa disebut Wali>mah al-

‘ursy,87 yaitu istilah yang terdapat dalam literatur bahasa Arab yang secara arti kata 

berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk 

perhelatan di luar perkawinan. Sedangkan definisi yang terkenal di kalangan ulama: 

perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad 

perkawinan dengan menghidangkan makanan, dan hukumnya sunnah menurut 

hadits muttafaq alaih.88 

Hikmah dari diadakannya wali>mah al-‘ursy ini adalah dalam rangka 

mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua 

pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari.  

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan 

Mengenai pengumuman suatu perkawinan ini tidak disebut secara tegas 

baik dalam UUP maupun KHI. 

 

6. Perkawinan  Massal 

a. Pengertian Perkawinan Massal 

Nika>h (kawin) adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai 

dengan ketentuan hukum dan ajaran agama (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 

                                                
86 Achmad Sunarto dkk. Tarjamah Shahih Bukhari, Jilid III (CV Asy Syifà, Semarang. Cetakan Pertama, 

Desember 1991). 1350 
87 .Mengadakan walimah pernikahan hukumnya sunnah muakadah. Bagi yang melangsungkan pernikahan 

dianjurkan untuk mengadakan walimah menurut kemampuan masing-masing. Lihat Aep Saepullah D.serial 
Fiqh Munakah}at IV. www.indonesianschool.org 

88  Amir Syarifuddin, 2006, Hukum Perkawinan.., 155. 



782). Atau: akad yang sangat kuat atau mitsa>qan ghalid}z}an untuk menaati perintah 

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.89 

Massal adalah mengikutsertakan atau melibatkan orang banyak.90 Jadi 

nikah massal adalah ikatan (akad) yang sangat kuat yang dilakukan sesuai dengan 

ketentuan hukum dan ajaran agama, yang dilakukan dengan melibatkan orang 

banyak.91 

b. Dasar Hukum Perkawinan Massal 

Sejauh ini belum ada dasar hukum atau aturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang perkawinan massal, maka pelaksanaan perkawinan massal bisa 

disandarkan pada asas maslahah mursalah . Demi tercapainya kemaslahatan dalam 

suatu perkawinan dalam mendapatkan legalitas hukum, dan pernikahannya tetap 

terjaga dengan memiliki kutipan buku akta nikah. 

Hal ini berkaitan dengan adanya suatu kodifikasi perkawinan atau 

pencatatan nikah secara administrasi Negara yang diatur oleh Undang-undang yang 

berlaku. 

Status hukum pada perkawinan massal untuk pasangan yang sudah niat 

secara syari>’at islam adalah tajdid nikah, karena perkawinan mereka menurut 

hukum positif tidak diakui, kemudian diakuinya perkawinan mereka pada saat 

tercatat di kantor Urusan Agama (KUA).  

c. Munculnya Kasus Perkawinan Massal 

Akhir-akhir ini di Indonesia telah banyak terjadi fenomena perkawinan 

massal. Contohnya yang terjadi beberapa waktu lalu, pada tanggal 4 Mei 2013 

                                                
89 .Penjelasan dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 2 
90.Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005) , 720. 
91..Bahlawan, “nika>h dibawah umur, nika>h massal, dan kawin gantung” dalam 

http:/www.nizarbahlawan.blogspot.com (07 Nopember 2009), 1. 
 



Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menghadiri perkawinan massal di kota 

Denpasar provinsi Bali92. Di hari selasa tanggal 13 agustus 2013 KUA kecamatan 

Tembaleng kota Semarang provinsi Jawa tengah menggelar perkawinan massal 

yang dikuti 30 pasang suami –istri.93 Pada hari minggu tanggal 8 September 2013 

Bima Arya (Wali Kota Bogor) menggelar perkawinan massal di kota Bogor 

provinsi Jawa Barat, yang diikuti 25 pasangan suami-istri.94  

Selain itu perkawinan massal telah pula diadakan di daerah-daerah lain di Jawa Timur 

ataupun di Lombok, Mataram Nusa Tenggara Barat, dan lain sebagainya dalam tahun-tahun terakhir 

ini. 

Adanya perkawinan massal ini karena menyikapi banyaknya pasangan di 

Indonesia yang ternyata belum memiliki akta nikah. Ijab-kabul dalam perkawinan 

itu bertujuan "memutihkan" pasangan "abu-abu" dan "hitam" atau pasangan kumpul 

kebo yang cenderung menggejala dalam kehidupan masyarakat dewasa ini.  

Terdapat banyak faktor (alasan) mengapa pasangan-pasangan di Indonesia 

belum memiliki akta nikah. Misalnya, alasan ekonomi, kurangnya pemahaman 

masyarakat akan pentingnya akta nikah, karena ketawad}u’an terhadap kyai yang 

lebih besar daripada kepada pemerintah, dan lain-lain.  

Lain lagi yang terjadi di Mataram, adalah seperti yang diterangkan oleh 

Jus’an, Kepala Lingkungan, Kelurahan Tanjung Karang, Mataram: "Kalau tidak 

punya uang dan kurangnya informasi jadi alasan, tidak juga," ucapnya. 

Indikasinya, pengantin mampu membayar sewa Rp 400.000,00 – Rp 

600.000,00 untuk satu grup kesenian dalam acara nyongkol, yaitu keluarga 

pengantin lelaki mengunjungi keluarga pengantin perempuan, daripada membayar 

akta nikah yang besarnya kurang dari Rp 100.000,00.  
                                                
92   Merdeka.com (4 Mei 2013) 
93   Kuakecamatantembaleng.blogspot.com (13 Agustus 2013) 
94   Okezone.com (8 September 2013) 



Malah persyaratan administrasi sebelum ijab-kabul diuruskan langsung 

oleh Jus’an. Harapannya, saat ijab-kabul akta nikah itu dibayar, tetapi dengan 

berbagai alasan akta nikah itu tidak diambil. "Artinya, akta nikah itu dianggap 

tidak penting," ujar Jus’an, yang kini masih "mengoleksi" puluhan akta nikah yang 

belum diambil si empunya.95  

Sebenarnya, kelalaian mencatatkan perkawinan dapat berakibat buruk bagi 

pasangan itu sendiri. Misalnya, pembuatan akta kelahiran sang anak akan ditolak 

oleh Kantor Catatan Sipil tanpa akta nikah. Padahal, akta kelahiran menjadi syarat 

mutlak masuk sekolah dan sebagainya.  

Berbeda dengan isbat nika>h, perkawinan massal akan merugikan posisi 

anak yang sudah dilahirkan. Kalau dalam isbat nika>h, yang dilakukan oleh 

Pengadilan Agama adalah mengukuhkan waktu perkawinan yang tidak pernah 

tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama), sehingga ada pengakuan terhadap anak. 

Sedangkan pada kasus perkawinan massal, penetapan tanggal nikah adalah pada 

saat perkawinan massal itu dilangsungkan, yang berarti tidak ada pengakuan 

terhadap kelahiran anak-anak. 

d. Tinjauan Sosiologis Mengenai Perkawinan Massal 

Menurut Roscou Pound, hukum itu sebagai tool of social engineering (alat 

pembaharu masyarakat). Dari sini hukum berperan sebagai salah satu alat 

perekayasa masyarakat. Masyarakat dapat berubah dengan aturan-aturan tertulis 

yang dituangkan dalam suatu bentuk hukum. 

Agak berbeda dengan Roscou Pound, menurut Daniel S. Lev, Guru Besar 

pada School of Law and Departement of Politic Science University of Washington, 

peranan hukum harus dinilai dalam hubungannya dengan faktor-faktor lain; faktor 
                                                
95.Jus’an, “Perkawinan di Mataram” dalam http://www.Swara.net/artikel/jus’an (18 september 2012). 
 



politik, kemauan pimpinan, dan struktur masyarakat.96 Hukum tidak dapat berdiri 

sendiri tanpa adanya kekuatan sosial politik, ekonomi, budaya, cita-cita dan 

prosedur yang mengaturnya. Hukum bersifat mengontrol atau mengendalikan. 

Maka dari itu, hukum harus mengetahui; secara material, masyarakat macam apa 

yang dikehendaki? 

Dalam hubungannya dengan hal di atas, maka hukum harus meneliti 

keadaan sosial masyarakat; keinginan-keinginan masyarakat akan kebutuhan 

hukum. Dengan memahami kebutuhan-kebutuhan tersebut akan muncul kesadaran 

hukum yang berimplikasi pada berjalannya hukum yang telah dibuat. 

Menurut Satjipto Raharjo, kesadaran seseorang dapat mengikuti dengan 

baik suatu perubahan yang berjalan perlahan-lahan. Hal demikian juga berlaku bagi 

kesadaran hukum masyarakat dan bernegara. Sedangkan kesadaran bernegara 

menurut Satjipto meliputi: 

1) kesadaran berpemerintahan, 

2) kesadaran akan kewajiban untuk taat pada Undang-undang atau peraturan 

negara, 

3) kesadaran untuk melakukan partisipasi dalam aktivitas kenegaraan, 

4) kesadaran untuk menempatkan kepentingan golongan, daerah, di bawah 

kepentingan negara.97 

Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, menurut Fuad Hassan, hukum 

bukanlah sesuatu yang sekedar diterapkan sebagai alat, melainkan sesuatu proses 

yang ikut serta pada seluruh kehidupan masyarakat yang bersangkutan.98 

                                                
96 Erman Rajaguguk, Hukum dan Masyarakat, (Jakarta: Bina Aksara,1983), 74. 
 
97.Soerjono Soekanto, Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: CV.Rajawali,1985), 65 
98  Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1983: 82 



Kesadaran normatif pun tidak selalu identik dengan kesadaran hukum, oleh 

karena norma-norma itu bisa dibina atas sumber-sumber yang lain (religi, etika  dan 

sebagainya). Karena bisa jadi seseorang taat hukum disebabkan oleh kepatuhannya 

terhadap etika bermasyarakat maupun beragama. 

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang 

terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang 

diharapkan ada. Dengan demikian yang ditekankan dalam hal ini adalah nilai-nilai 

tentang fungsi hukum bukan terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam 

masyarakat yang bersangkutan. Bila demikian, kesadaran hukum menekankan 

tentang nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh 

hukum dalam masyarakat.99  

Sementara itu, empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing 

merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya adalah sebagai berikut: 

a) pengetahuan hukum, 

b) pemahaman hukum, 

c) sikap hukum, 

d) pola perilaku hukum100  

Maka sehubungan dengan fenomena perkawinan massal yang terjadi di 

Indonesia akhir-akhir ini, hal ini sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum 

masyarakat terhadap segenap perangkat hukum yang bersentuhan langsung dengan 

masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan hukum sangat berperan 

terhadap berjalannya dan berfungsinya hukum itu sendiri dalam masyarakat. 

                                                
99  R. Otje Salman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum ( Bandung: Alumni, 1993), 51. 
100  Ibid, 56. 



Selanjutnya hal itu akan berpengaruh terhadap baik buruknya sikap hukum dan pola 

perilaku masyarakat sebagai subyek hukum dalam kehidupannya sehari-hari.101 

 

 

 

                                                
101  Abd. al-Halim Hasan, Pengantar Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Garuda, 1984), 21. 


